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Abstract : Transactions and investments using cryptocurrency in their
application based on Islamic law are still debated. Cryptocurrency is a
transaction tool that can be used easily and safely, but remember that
cryptocurrency can be haraam because it is something whose physical
condition is uncertain or unknown. It can be concluded that cryptocurrency
is a digital currency where transactions can be carried out online. Unlike
printed paper currency, cryptocurrencies are designed by solving
mathematical problems based on cryptography. This currency was formed
based on Cryptographic technology so that it cannot be easily duplicated or
transferred to other parties who are not the owner and do not have access to
this currency. In determining or establishing cryptocurrency laws, Islam has
its own methods and reference sources, first from the Koran and second
from al-Hadith, third from Qiyas and fourth from Sadd-adzariah. The pros
and cons that occur in society regarding cryptocurrency have not yet reached
a clear point. In Indonesia itself, the government has not taken a definite
stance on the existence of cryptocurrency. Even cryptocurrency is not a legal
means of payment in the country. This is in accordance with the regulations
of Law No. 7, Article 1 Paragraph 1, 2011, that the means of payment
accepted in Indonesia only use the Rupiah currency. From the perspective of
Islamic law, cryptocurrency may contain elements of gharar and maysir,
because its use is for speculation and its physical form cannot be seen.
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Pendahuluan

Dalam perkembangan zaman sekarang ini, kebijakan ekonomi mengalami
banyak perubahan dari waktu ke waktu, seperti yang dulunya tidak ada sekarang
ada atau pun sebaliknya. Sebelum adanya uang sebagai alat tukar, manusia
berdagang menggunakan sistem barter. Barter berupa kegiatan tukar menukar
barang tanpa melibatkan uang sebagai alat transaksi. Dan masalah yang
ditimbulkan pada sistem barter adalah ekonomi akan berjalan lamban dan
menghabisakna banyak waktu, karena dengan menunggu dua orang yang memilki
kebutuhan yang sama pada waktu yang bersamaan. Ketika pelaku ekonomi telah
menemukan uang sebagai alat transaksi, maka uang telah disepakati sebagai alat
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tukar dalam dunia perekonomian'. Uang sebagai alat tukar harus memenuhi tiga
syarat, yaitu bisa diterima secara umum, berfungsi sebagai alat pembayaran, dan
sah dalam arti diakui oleh pemerintah.

Masyarakat diharuskan untuk cerdas dalam berinteraksi satu sama lain di era
digital saat ini, karena berbagai inovasi digital yang terus berkembang. Dengan
munculnya uang elektronik salah satunya adalah mata uang yang dikenal sebagai
cryptocurrency  yang memungkinkan masyarakat umum melakukan transaksi
keuangan tanpa menggunakan uang tunai lagi. Meningkatnya mata uang elektronik
akibat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
serta sangat efektif ketika digunakan.

Cryptocurrency merupakan sebuah teknologi yang berbasis kriptografi dan
algoritma, yang mana secara matematis dapat menyusun berbagai kode serta sandi
yang digunakan untuk melacak mata uang virtual®. Jenis cryptocurrency hingga
saat ini sudah ada banyak jenisnya, diantaranya Bitcoin, Ethereum, Tether,
Binance Coin, Cardano, dan lainnya, jenis eryptocurrency paling umum dikenal oleh
masyarakat secara global adalah Bitcoin. Jika dibandingkan, Bitcoin lebih dikenal
dan mempunyai nilai yang cukup besar datipada jenis uang kripto lainnya’.

Dalam dunia internasional, transaksi Bitcoin masih diperdebatkan. Beberapa
negara juga telah menyatakan keprihatinan tentang keadaan mata uang saat ini,
seperti Bank Negara Rusia yang menyatakan bahwa transaksi dengan eryprocurrency
berpotensi melanggar hukum. Bank Negara Rusia memperinatkan agar tidak
menggunakan transaksi bitcoin sebagai metode pembayaran karena dapat
digunakan untuk pendanaan terorisme atau aktivital illegal lainnya. Di China
bitcoin beredar bebas, namun pemerintah Cina tetap menyatakan peringatan
terhadap perusahaan-perusahaan mengenai pembayaran melalui Bitcoin.

Dalam Hukum Indonesia, bitcoin maupun eryptocurrency jenis lainnya belum
diatur oleh undang-undang sehingga menimbulkan Pro dan Kontra. Bank
Indonesia belum secara resmi melegalkan penggunaan dan transaksi dengan
cryptocurrency. Berbeda dengan Negara lain, pengguna bitcoin di Indonesia terus
menurun. Kebijakan Bank Indonesia yang belum melegalkan bitcoin menjadi
salah satu faktor penurunan jumlah pengguna bitcoin. Walaupun sedikit dan
belum legal, namun saat ini masih terdapat pengguna bitcoin di Indonesia.
Perkembangan informasi mengenai Bitcoin di Indonesia tidak sulit ditemukan.

Keuangan internasional merupakan bisnis besar. Pasar saham menangani
saham dan mata uang nasional dan internasional, tak henti-hentinya menyiarkan
kurs mata uang dan indeks perdagangan pasar. Pasar saham dan surat berharga,
perbankan dan sistem kliring tidak mungkin berjalan tanpa adanya sistem

I Muhammad Tlham dan Gina Salwa Amor, “PENGARUH PENGGUNAAN SHOPEE
PAYLATER TERHADAP PRILAKU KONSUMTIF DITINJAU DARI PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH,” ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonom: Islam 4, no. 2
(2023): 105-17.

2 Muhammad Rafi Bakri, Anastasya Utami, dan Alif Muhammad Hakim, “PPh atau PPN:
Menakar Kebijakan Perpajakan Terhadap Cryptocurrency di Indonesia,” Egien-Jurnal Ekonomi dan
Bisnis 9, no. 1 (2022): 201-11.

3 Prima Dwi Priyatno dan Isti Nuzulul Atiah, “Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan
Pendekatan Ushul Fiqih,” Jurnal Iimiah Ekonomi Islam 7, no. 3 (2021): 1682—88.
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telekomunikasi dan komputasi canggih yang menghubungakan bank-bank dunia
dan harta pemerintahan di seluruh dunia. Inovasi perbankan mulai melibatkan
hubungan telepon dan internet’. Tujuan pengguna cryptocurrency selain dari
transaksi elektronik dan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan dari
trading atau perdagangan dengan bitcoin. Mereka melakukan perdagangan bitcoin
dengan menentukan mata uang mana yang mereka pilih untuk akhirnya mereka
jual atau beli.

Transaksi dan Investasi dengan menggunakan eryprocurrency dalam
penerapannya berdasatkan hukum islam masih diperdebatkan’. Cryptocurrency
merupakan alat transaksi yang dapat digunakan dengan mudah dan aman, namun
mengingat bahwa eryptocurrency yang bisa jadi sifatnya gharar karena merupakan
sesuatu yang tidak pasti atau tidak diketahui fisiknya.

Pembahasan dan Diskusi
A. Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan sistem enskripsi
dan sudah berbagai macam bentuk mata uang digital ini tersebar hampir di
seluruh dunia. Cpyptocurrency sebagai mata uvang digital memiliki fungsi yang
hampir sama dengan mata uang lainnya, namun yang membedakan mata uang
ini dibandingkan mata uang pada umumnya adalah crprocurrency tidak
mempunyai bentuk fisik uang sebagaimana mata uang kartal melainkan hanya
berupa block data yang diikat oleh hash sebagai validasinya®.

Cryptocurrency merupakan jenis mata uang digital di mana transaksinya
dapat dilakukan dalam jaringan (online). Tidak seperti halnya mata uang kertas
yang dicetak, cryptocurrency di desain dengan memecahkan soal-soal matematika
berdasarkan kriptografi. Mata uang ini dibentuk berdasarkan teknologi
Kriptografi agar tidak mudah digandakan atau berpindah terhadap pihak lain
yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses pada mata uang ini.

B. Cryptocurrency Dalam Perspektif Hukum Islam

Penggunaan uang (fiat rupiah) digital dapat direfleksikan kali ini untuk
mata uang kripto dan pemenuhan kriteria sebagai mata uang atau alat
pembayaran yang sah. Bitcoin adalah salah satu jenis cryptocurrency paling
populer saat ini. Beberapa ahli mengatakan cendekiawan Islam memiliki dua
pendapat berbeda tentang cryptocurrency karena keduanya adalah uang digital
dan alat tukar. Namun, beberapa sarjana tidak berpikir demikian. Beberapa ahli
agama percaya bahwa cryptocurrency itu haram, atau dilarang secara agama
oleh syariah. Namun, tokoh agama lain percaya bahwa cryptocurrency itu halal,

4 Joanna Buick, Zoran Jevtic, dan Andri Zulfahmi, Mengenal Cyberspace for Beginners (Bandung:
Mizan, 2001). Hal. 134

5> M. Taufiq dan Muhammad Ilham, “Pemikiran Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl:
Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif,” TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum 3, no. 1 (2021).

6 Sisca Ferawati Burhanuddin, “Transaksi cryptocurrency: Bagaimana pandangan hukum
ekonomi islam memandang?,” Fair Value: Jurnal llmiah Akuntansi Dan Kenangan 4, no. 7 (2022):
2849-58.
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atau diizinkan secara prinsip. Syaikh Shawki Allam, Mufti Besar Mesir pada
tahun 2018, menyatakan bahwa bitcoin dan mata uang kripto lainnya adalah
haram. Ia memberikan tiga alasan untuk ini. Selain pernyataan lain yang ia buat,
Bitcoin memfasilitasi penipuan dan pencucian uang melalui sifatnya yang tidak
berwujud. Selain itu, Bitcoin mudah digunakan untuk aktivitas ilegal.

Otoritas agama pemerintah Turki menganggap bitcoin ilegal karena
tingginya risiko spekulasi (gharar) dan perjudian (maysir). Akibatnya, Fatwa
Center of Palestine badan pemerintah yang menangani urusan agama di
Palestina menyatakan bahwa cryptocurrency adalah haram. Selain itu, mereka
menyatakan bahwa Bitcoin sama sekali tidak dikenal publik, membuatnya
rentan terhadap spekulasi. Seorang cendekiawan Muslim yang berbasis di
Inggris bernama Syaikh Haitam menjelaskan dalam bahasa Arab bahwa bitcoin
dan mata uang kripto lainnya tidak diperbolehkan oleh syariah’.

Dr. Muhammad Syafi'i, seorang profesor eckonomi, setuju dengan
alasan pertama. Kata-katanya menjelaskan mengapa uang tidak selalu
digunakan sebagai penyimpan nilai. Dia menyatakan bahwa nilai dapat
berkurang dan meningkat kapan saja. Oleh karena itu, ia menyarankan agar
Bitcoin tidak sesuai untuk menyimpan nilai karena nilainya dapat berfluktuasi.
Syafi'i menambahkan, status hukum Bitcoin di Indonesia masih belum jelas
karena perlu dikaji dari berbagai perspektif. Selain itu, menurutnya mata uang
digital tidak memenuhi kriteria sebagai uang secara umum.

Sebenarnya dalam menentukan ataupun menetapkan  hukum
cryptocurrency, Islam mempunyai metode dan sumber rujukannya senditi,
pertama dari sumber al Quran dan kedua dari al-Hadits, kedua sumber tersebut
dianalisis sebagai rujukan dalam menetapkan hukum oleh para mujtahid, selain
itu para mujtahid juga mengenal metode lain dalam menetapkan hukum,
seperti qiyas, maslahah mursalah ad-zariah dan lainnya. Metode dalam
menetapkan hukum syar’i tersebut dikenal sebagai ilmu ushul figih.

1. Al-Qur’an
Dalam surat An-Nisa ayat 29, yang menjelaskan tentang kegiatan
atau aktivitas ekonomi secara umum, termasuk dalam cryprocurrency. Allah
Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

56 52 5358 31 el 1S S BEE Y el il gt
D s L
G308 AN &) Sl BEE Y, S 25
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlab kamn memakan harta
sesamanmu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar

suka sama suka di antara kamn. Janganlah kamn membunub dirinm. Sesunggubnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadaniu.

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya setiap aktivitas transaksi

7 Khairunnisa Harahap, Tuti Anggraini, dan Asmuni Asmuni, “Cryptocurrency Dalam
Persfektif Syariah: Sebagai Mata Uang Atau Aset Komoditas,” Niagawan 11, no. 1 (2022): 43-56.
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harus terhindar dari sikap batil, artinya transaksi yang dilakukan harus
sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, atau tidak melanggarnya, kemudian
dalam transaksi tersebut tidak melibatkan sesuatu barang rusak, sia-sia,
tidak berguna dan palsu. Maka jika di kaitkan dalam penggunaan mata
uang cryptocurrency, saat ini para pengguna mata uang tersebut lebih banyak
menggunakan alat spekulasi dan #ading, hal tersebut bertujuan untuk
meraith keuntungan dari aktivitas investasi dan trading dengan spekulasi,
maka dalam islam perbuatan ini mengandung unsur gharar, maysir dan riba.

Hadits

Konsep mata uang kripto sebagai alat transaksi jual beli dapat

ditinjau pada hadist Ubadah bin Shamit r.a:
“Jika emas dijual dengan emas, perak dijnal dengan perak, gandum dijual dengan
gandum, sya’ir (salah satu_jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan
kurma, dan garam dijnal dengan garam, maka jumlah (takaran atan timbangan)
barus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang yang berbada maka
silabkan engkan menukarkannya sesukann, namun harus dilakunkan secara kontan
(tunai), “(HR. Muslim no. 1587).

Pada hadist tersebut terdapat dua kata kunci dalam melakukan
trasaksi, yaitu pertukaran yang dilakukan harus sama nilai atau takaranya
dan transaksi tersebut harus dilakukan secara tunai. Mata uang kripto
digolongkan pada pertukaran emas dengan emas dan perak dengan perak.
Pertukaran mata uang kripto dapat ditukarkan dengan mata uang lain
seperti dollar dan rupiah, dalam ilmu figh pertukaran mata uang tersebut
disebut dengan shary.

Imam Ibn Taymiah dalam Majmu’ Fatwa menerangkan bahwa
uang merupakan suatu benda yang telah disepakati para pengguna untuk
dijadikan alat tukar, artinya penggunaan mata uang kripto hingga titil ini
dibolehkan, akan tetapi imam Al- Gazali mensyaratkan penggunaan mata
uang harus dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas dari pemerintahan
serta pemerintah telah menyatakan uang tersebut adalah alat transaksi
pembayaran yang sah dan resmi.

Namun seperti yang kita ketahui bahwa keberadaan uang
Cryptocurrency masih menjadi perdebatan dalam penggunaannya di berbagai
negara, dan termasuk di negara Indonesia sendiri. Sehingga dalam hal ini,
penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang dan alat transaksi
pembayaran tidak diperbolehkan dalam sudut pandang syariah, karena
agama Islam sendiri menekankan untuk mematuhi perintah atau aturan
dari ulil amri (pemerintah).

Akan tetapi, mata uang kripto ini belum mempunyai kejelasan dan
tidak dapat terlihat berbentuk fisiknya, serta belum ada kepastian hukum
secara legalitas baik di Indonesia sendiri atau kesepakatan global, oleh
karenanya hal tersebut masih dapat disebut abu-abu dan gharar, terlebih
penggunaannya dalam investasi dan trading, yang menjadikan mata uang
kripto ini tidak lepas dari spekulasi harga yang sangat fluktuatif dan
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penggunannya hanya sebagai alat untung dan rugi, maka mengandung
unsur zzaysir.

Syariat islam melarang transaksi yang mengandung unsur gharar
dan maysir, hadist nabi SAW, yang diriwayatkan Abu Hurairah:

“Rasulullah SAW melarang jual beli al-bashah dan jual beli gharar” (HR.
Muslim: 1513)
. Qiyas

Qiyas merupakan salah satu metode ijtthad dalam penetapan
hukum terkait dengan syariat islam. Qsyas memiliki arti Zagdirn assyay’l bi
ghairihi yang berate mengukur suatu benda dengan sesuatu yang universal
dan memiliki karakteristik yang sesuai benda tersebut. Imam al-Ghazali
menjelaskkan makna qiyas adalah penetuan hukum pada kasus dasar bagi
kasus-kasus yang serupa dengan didasari proses kesucian atau kesamaan
pada #/at (sebab hukum) diantara keduanya.

Rukun dalam penetapan hukum dengan metode gzyas ini harus

memenuhi empat unsur, pertama adalah ash/ (dasar) yaitu sesuatu yang
terdapat dalam nash dan menjadi ukuran dalam penetapan hukum. Kedua
adalah far'un (cabang) adalah sesuatu yang tidak tersurat dalam nash dan
penetapan hukumnya disesuaikan pada ashl. Ketiga, huknul al-ashl (hukum
dasr). Yaitu hukum dasr yang tersurat dalam nash yang akan dirujuk
hukumnya untuk far’un. Keempat adalah 7/t (motif hukum) merupakan
keadaan tertentu yang digunakan sebagai dasar pengambilan hukum ash.
Dalam penetapan hukum eryptocurrency, dapat digiyaskan dengan hafist
Imam Malik.
“yabya bercerita kepadakn, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah ibn Umar babwa
Rasulullah SAW melarang jual beli hablu al-hablah. Jnal beli ini mernpaka praktik
Jual beli masyarakat jabiliyah, dimana seseorang menjual unta yang akan dilabirkan
oleb janin, namun janin itu masib di dalam perut induknya” (al- Muwatha. 1359).

Hadist diatas menjelaskan larangan jual beli hablu al-habla, adalah
menjual janin unta yang masih dalam kandungan induknya. Larangan jual
beli ini dikarenakan jabalah (tidak diketahui) sifat dan karakternya. Unsur
Jahalah tersebut mengakibatkan timbulnya unsur gharar dan maysir yang
berakibat pada spekulatif (untung-untungan).

Transaksi eryptocurrency dapat digolongkan dengan transaksi bablu al-
habla dengan ashl-nya jual beli hablu al-habla. Far'nn-nya yaitu jual beli mata
vang kripto. Hukmul alshi-nya adalah haram jual beli bablu al-habla. llat atau
motif hukumnya adalah mempunyai kesamaan akan transaksi yang tidak
jelas (jabalah), baik dari sisi kuantitas atau kualitasnya.

Sadd-adzariah

Kata sad memiliki arti menutup sesuatu yang rusak, cact, atau
berlubang, sedangkan adzariah berarti “menutup jalan ke suatu tujuan”.
Imam al-Syaitibi mengartikan adzariah yaitu melakukan susuatu yang
awalnya mengandung kemaslahatan namun bertujuan pada suatu
kerusakan. Dapat disimpulkan bahwa sadd adzariah adalah suatu
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengandung kemaslahatan,
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namun berujung pada kemudharatan atau kerusakan.

Mata uang kripto dari awal kemunculannya hingga sekarang, masih
menjadi perhatian dikalangan masyarakat di berbagai dunia, pro maupun
kontra terkait legalitas penggunaanya, baik dari hukum hingga pandangan
syariat islam menjadi fenomena tersendiri. Flukuasi harga dan
ketidakpastian dari mata uang ini yang menjadikan perdebatan.

Sebagaimana  dijelaskan bahwa nilai mata uang kripto
perubahannya sangat cepat dan fluktuasinya yang tinggi, sehingga
berdampak pada kekhawatiran akan terjadinya buble economic
dikarenakan spekulasi para penggunanya, disamping itu mata uang kripto
mengandung unsur jahalah (ketidak jelasan) dan digunakan sebagai trading
yang memuat unsur maysir dan jatuh pada praktik ribawi, dimana para
trader membeli saat harga rendah dengan harapan dapat dijual disaat harga
naik tinggi. Dapat dikatakan bahwa mata uang kripto ini hanya digunakan
sebagai spekulasi, bukan murni investasi.

Selain itu mata uang kripto tidak diterbitkan oleh otoritas
pemerintahan pusat, dan tidak ada pengawasan atau monitoring dari
pemerintah pusat, sehingga dapat menimbulkan kemudharatan yang besar,
baik untuk pencucian uang, tindak pidana teroris dan lain sebagainya®.

C. Pandangan Organisasi Islam Indonesia

1.

Majelis tarjih dan tajdid pengurus pusat Muhammadiyah

Pada selasa 18 januari 2022, fatwa terbaru dikeluarkan oleh Majelis Tarjih
dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah terkait penggunaan
cryptocurrency. Majelis Tarjih dan Tajdid Pengurus Pusat Muhammadiyah
memandang polemic mata ung kripto ini dari dua sisi yaitu sebagai
instrument investasi dan alat tukar.

Sebagai alat investasi, mata uang kripto ini memiliki banyak kekurangan
jika dilihat dari syariat islam, seperti adanya sifat spekulatif yang sangat
jelas. Nilai bitcoin sebagai salah satu jenis eyptocurrency ini angat
berfluktuatif dengan kenaikan atau keturunan yang tidak wajar. Kripto
disebut mengandung gharar atau ketidakjelasan. Bitcoin hanyalah angka-
angka tanpa adanya underlying asset, yang menjamin bitcoin, seperti emas
dan barang berharga lainnya. Sifat spekulatif dan gharar ini di haramkan
oleh syariat seperti dlam firman Allah dan hadist Nabi SAW serta tidak
memneuhi nilai dan tolak ukur etika bisnis menurut Muhammadiyah,
Khususnya dua poin ini yaitu: tidak boleh adanya gharar dan tidak boleh
ada maysir. Majelis Tarjih menilai standar mata uang yang dijadikan
sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat yaitu: diterima oleh
masyarakat dan disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili
oleh otoritas resmi seperti bank sentral.

Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia juga lebih dulu mengeluarkan fatwa cryptocurrency
haram. Dilansir dari situs resmi MUI, dalam ijtima Ulama Komisi Fatwa

8 Priyatno dan Atiah, “Melirik Dinamika Cryptocurrency dengan Pendekatan Ushul Figih.”
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Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar di Jakarta, menyepakati 17 poin

bahasan dan salah satunya adalah hukum cryptocurrency.

Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang hukum eryprocurrency adalah

sebagai berikut:

Ketentuan hukum:

a. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena
mengandung unsur gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-
Undang No 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17
tahun 2015.

b. Cryptocurrency sebagai komoditi/ asset digital yang tidak sah dipetjual
belikan karena mengandung unsur gharar, dharar, gimar dan tidak
memnuhi dyaray sil’ah secara syar’] yaitu: ada wujud fisk, memiliki nilai,
diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik nilai, diketahui jumlahnya
secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.

Cryptocurrency sebagai komoditi/ asset yang memnuhi syarat sebagaimana

hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

3. Nahdatul Ulama

Sekretaris Lembaga Bahtsul Masail NU (LBMNU) Jatim, KH Muhammad

Anas mengungkapkan, hasil siding bahtsul masail PWNU Jawa Timur

memutuskan bahwa eryprocurrency haram. Dalam siding bahtsul masail,

eryptocurrency dikaji dengan sudut pandang sil’ah atau mabi’ dalam hukum
islam atau fikih. Sil’ah secara Bahasa sama dengan mabt’, yaitu barang atau
komoditas yang bisa diakad kan dengan akad jual beli.

Ada tujuh syarat barang atau komoditas boelh diperjual belikan yaitu:

1) barang tersebut harus suci.

2) bisa dimanfaatkan oleh pembeli secara syara’ dengan pemanfaatan yang
sebanding dengan status hartawinya secara adat.

3) barang tersebut bisa diserah terimakan secara hissy dan syar’i.

4) pihak yang berakad menguasai pelaksanaan akadnya.

5) Mengetahui secara fisik dengan jalan melihat atau secara karateristik
dari barang tersebut.

6) bebas dari akad riba.

7) aman dari kerusakan sampai barang tersebut sampai ditangan
pembelinya. Artinya sil’ah wajib terdiri dari barang yang terjamin
penunaiannya, namun di eryptocurrency tidak ada.’

D. Keberadaan Cryptocurrency di Indonesia
Di Indonesia, mata uang resmi yang digunakan adalah Rupiah (Rp),
sedangkan penggunaan bitcoin menjadi sarana transaksi maupun komoditas
belum diresmikan oleh lembaga berwenang sehingga menjadi tanggung jawab
masing-masing individu atau masyarakat itu sendiri. Masyarakat Indonesia
sudah banyak mengetahui apa itu eryprocurrency, namun keberadaan mata uang

9 Faizah Putri, Musyfikah Ilyas, dan Muhammad Yaasiin Raya, “Perbandingan Hukum Islam
Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Cryptocurrency Di Indonesia,” Igtishaduna: Jurnal
Limiah Mabasiswa Hukum Ekononi Syari'ah, 2022, 69-78.
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digital ini mendapat penolakan keras dari pemerintah pusat. Bahkan
cryptocurrency bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini sesuai
dengan peraturan Undang-Undang No. 7, Pasal 1 Ayat 1, tahun 2011, bahwa
alat pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang
Rupiah'.

Banyaknya transaksi masyarakat yang menggunakan bitcoin untuk alat
pembayaran, maka diperlukan perhatian terutama dari pihak berwenang seperti
Bank Indonesia. Selain itu dengan adanya pengambil alihan sebagai wewenang
pengawasan Bank Indonesia oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka masalah ini
seharusnya dapat lebih cepat ditangani agar terbentuk dasar hukum yang jelas.
Selain belum adanya dasar huk dari penggunaan bitcoin dan keamanan yang
juga masih perlu dipertanyakan, adanya dasar hukum secara khusus terhadap
bitcoin sangat dibutuhkan masyarakat untuk menghindari timbulnya risiko
yang merugikan''.

Terkait legalitas Bitcoin di Indonesia, untuk mencegah masyarakat
terlibat semakin jauh ikut serta dalam transaksi maupun investasi menggunakan
uang digital Bitcoin, maka pemerintah mengeluarkan larangan investasi Bitcoin
yang dilakukan melalui Bank Indonesia. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Bank Indonesia menegaskan bahwa
virtual currency termasuk bitcoin tidak diakui sebagai alat pembayaran yang
sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal
tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 7 tahun 2011
tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang
dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi
yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi
dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah'.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
18/40/PBU/2016  tentang  Penyelenggaraan  Pemrosesan  Transaksi
Pembayaran dalam Pasal 34 huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor
18/40/PB1/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran
dijelaskan bahwa “Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dilarang: a)
melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual
currency.” Dalam penjelasan pasal tersebut, bitcoin disebut secara tegas sebagai
salah satu virtual currency yang dilarang untuk digunakan sebagai alat
pembayaran di Indonesia. Dalam Pasal 35 ayat (1) ini pun dijelaskan mengenai
sanksi administratif yang akan diterima oleh Penyelenggara Jasa Sistem
Pembayaran yang melanggar ketentuan tersebut, yaitu berupa: a) teguran; b)
denda; c) penghentian sementara, sebagian, atau seluruh kegiatan jasa sistem

10 Dewi Indrayani Hamin, “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam:
Sebuah Literature Review,” JAMBURA: Jurnal Iimiah Manajemen dan Bisnis 3, no. 2 (2020): 127-39.

11 Oey Laurensia Dewi Warsito, “Analisis Volatilitas Cryptocurrency, Emas, Dollar, Dan
Indeks Harga Saham (Thsg),” International Jonrnal of Social Science and Business 4, no. 1 (2020): 40—46.

12 Lugman Nurhisam, “Bitcoin dalam kacamata hukum islam,” Ar-Raniry: International Journal
of Lslamic Studies 4, no. 1 (2020): 165-86.
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pembayaran; dan/atau d) pencabutan izin sebagai Penyelenggara Jasa Sistem

Pembayaran.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang lembaga jasa keuangan
memanfaatkan dan memasarkan uang digital atau bitcoin karena tidak adanya
legalitas dari bank Indonesia.

Ada tiga poin yang menyebabkan kenapa bitcoin di larang di
Indonesia':

1) Belum diketahui nilai fundamental atau fungsi dari bitcoin, beebeda dengan
instrumen lainnya yang sudah memiliki fungsi jelas secara fundamental

2) Kesulitan dalam mencocokkan bitcoin sebagai mata uang mengingat
Undang- Undang mata uang menegaskan bahwa hanya Rupiah yang
menjadi alat pembayaran yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI)

3) Tidak ada yang bisa dijadikan jaminan (underlying) yang mendasari bitcoin
sebagaimana produk investasi lainnya.

Alasan utama pelarangan mata uang virtual oleh Bank Indonesia adalah:
1) Risiko sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah apabila eypto asset

digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia.

2) Risiko capital outflow yang dapat mempengaruhi kebijakan moneter Bank
Indonesia.

3) Risiko stabilitas sistem keuangan dalam hal transaksi erypfo asset semakin
membesar dan kompleks serta melibatkan perbankan.

4) Risiko pelanggaran prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan
Terorisme (APU-PPT)

Risiko pelanggaran perlindungan konsumen dan petlindungan data
pribadi untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, menjaga persaingan usaha,
risiko pengawasan, perlindungan, perlindungan konsumen, serta pencegahan
tindak pidana, seperti pencucian uang, pendanaan terorisme dan menjaga
kedaulatan rupiah sebagai alat legitimasi pembayaran di Indonesia.

E. Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency

Kelebihan eryptocurrency:

1. Bertransaksi menggunakan ¢pyptocurrency dapat dilakukan kapanpun dan
dimanapun tanpa kenal batas dan tidak ada atuuran yang mengikat.
Kemudahan yang dimiliki eryptocurrency dpat dibawa kemana saja, selama
tethubung dengan internet maka pemilik eryptocurrency dapat mengakses
cryptocurrency yang dimiliki.

2. Biaya transaksi dengan cryprocurrency lebih rendah dari pada transaksi dengan
pihak ketiga sebagai perantara seperti lembaga keuangan yang mempunyai
biaya transaksi yang relatif lebih tinggi, apalagi jika melakukan transaksi

13 Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif
Hukum Ekonomi Syariah,” Jurnal Al-Adalab: Jurnal Hukunm dan Politik Islam 6, no. 2 (2021): 137-48.

14 Afrizal Afrizal, Marliyah Matrliyah, dan Fuadi Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency
(Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan
Bisnis 22, no. 2 (2021): 13—41.
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kenegara yang bebeda. Hal ini dikarenkan eryptocurrency melakukan interaksi
lansung antar pengguna peer to peer dan memnag merupakan antithesis dari
sistem keuangan mainstream yang ada saat ini, termasuk salah satunya
adalah keberadaan lembaga keuangan.

3. Setiap transaksi dengan ¢yprocurrency dpat dilakukan dengan aman, tidak akan
mengalami hal-hal seperti pemalsuan uang dan meminimalisir modus
penipuan. Dengan sistem keamanan yang ada membuat masing-masing
pemilik eryprocurrency merasa aman dan terlindungi, walaupun hal ini tidak
sepenuhnya bisa terjamin, kerena sebagai suatu eckosistem digital,
cryptocurrency tetap menyimpan potensi down.

4. Transaksi menggunaakan eryprocurrency bersifat transparan karena semua
pengguna tanpa terkecuali dapat melihat seluruh informasi tentang
cryptocurrency  tersebut. Namun transparan ini juga tidak sepenuhnya
transparan, karena para pengguna cryptocurrency dapat menggunakan identitas
yang anonim.

5. Nilai eryptocurrency tidak dipengaruh oleh inflasi, melainkan dipengaruhi oleh
banyaknya jumlah permintaan dan penawaran di pasaran. Sehingga
cryptocurrency dapat sangat menuntungkan di suatu waktu, akan tetapi juga
bisa merugikan, karena tidak ada penjelasan yang mampu menjelaskan
fluktuasi nilai eryptocurrency, bahkan cenderung dapat dimanipulasi.

6. Cryptocurrency dapat digunkan tanpa harus menyertakan identitas pribadi, hal
ini akan membuat cenderung lebih nyaman dalam bertransaksi. Disisi lain
hal ini menimbulkan potensi eryptocurrency sebagai tempat pencucian uang,
dan penyimpanan aset hasil suatu tindak pidana /kejahatan.

Kelemahan Bitcoin:

1. Bitcoin masih belum bisa diterima secara menyeluruh sebagai mata uang
dan alat pembayaran.

2. Nilai tukar yang naik turun dapat dipengaruhi oleh banyaknya bitcoin yang
beredar, jumlah trader yang lebih banyak daripada pengguna, adanya
berbagai berita mengenai eryptocurrency, serta kemungkinan adanya peretasan.

3. Software bitcoin yang masih terus mangalami perkembangan sehingga dapat
mengalami perubaan sewaktu-waktu.

4. Memberikan peluang yang cukup besar terhadap prilaku kriminal,
dikarenkan oleh transaksi yang dpat dilakukan tanpa perantara sehingga
lembaga keuangan dan pemerintah akan mengalami kesulitan dalam
melakukan pelakacakan transaksi'.

Dari analisis tersebut yang dapat dilakukan pemerintah yaitu mebuat
regulasi yang jelas, dengan mempertimbngkan tren masyrakat global menyikapi
penggunaan cryprocurrency. Hal ini dipengaruhi oleh perlunya perbaikan dalam
sistem moneter yang ada saat ini. Setidaknya pemerintah mengatur tentang
cryptocurrency maka harus mengatur tentang:

1. Kedudukan eryprocurrency sebagai mata uang ataukah sebagai alat tukar saja.

15 Syahrul Sajidin, “Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di
Indonesia,” Arena Hukum 14, no. 2 (2021): 245-67.
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Membatasi tempat dan penggunaan cryptocurrency

Pengawasan terhadap arus transaksi eryptocurrency

Perpajakan cryptocurrency

Jaminan simpanan

Melakukan asimilasi sistem dan konsep blockhein dalam pengelolaan mata
uang.

Secara khusus eryptocurrency memiliki dua fungsi kegunaan yakni sebagai
alat tukar dan sebagai komoditas. Sebagai alat tukar, eryprocurrency memiliki
karakteristik mata uang karena dapat diterima sebagai alat pembayaran dalam
lingkup tertentu dan nilainya pun terjaga karena jumlah penerbitannya terbatas.
Akan tetapi eryptocurrency bukanlah mata uang yang sah dan resmi karena tidak
memiliki otoritas yang berwenang untuk menertibkan dan mengatur, mengelola
sirkulasi dan distribusi, menjaga nilai tukarnya dan semua fungsi tersebut
dilakukan oleh sisten komputasi sehingga masih diragukan pertanggung
jawabannya'’.

SRR S

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency
merupakan mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan
(online). Tidak seperti halnya mata uang kertas yang dicetak, eryptocurrency di desain
dengan memecahkan soal-soal matematika berdasarkan kriptografi. Mata uang ini
dibentuk berdasarkan teknologi Kriptografi agar tidak mudah digandakan atau
berpindah terhadap pihak lain yang bukan pemiliknya dan tidak memiliki akses
pada mata uang ini. Dalam menentukan ataupun menetapkan hukum
cryptocurrency, Islam mempunyai metode dan sumber rujukannya sendiri,
pertama dari sumber al Quran dan kedua dari al- Hadits, ketiga Qiyas dan
keempat dari Sadd-adzariah. Pro dan kontra yang terjadi dimasyarakat mengenai
cryptocurrency belum mencapai titik terang. Di Indonesia sendiri pemerintah belum
mengambil sikap yang pasti terthadap keberadaan eryprocurrency.  Bahkan
cryptocurrency bukan alat pembayaran yang sah di dalam negeri. Hal ini sesuai
dengan peraturan Undang-Undang No.7, Pasal 1 Ayat 1, tahun 2011, bahwa alat
pembayaran yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang Rupiah.
Di dalam perspektif hukum Islam eryptocurrency bisa saja mengandung unsur gharar

dan maysir, karena penggunaanya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat
bentuk fisiknya.
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